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KEPALA  DESA PASEKAN 

KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONGIRI 

PERATURAN DESA PASEKAN 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa)  TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA PASEKAN, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan 

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah 

Desa menyusun perencanaan pemerintah desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan kabupaten/kota; 

 

bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, terdiri dari rencana 

pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 

waktu 6 tahun (enam) tahun dan rencana kerja 

pemerintah desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari 

rencana pembangunan jangka menengah desa yang 

keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;  

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa Pasekan  Tahun 2018; 



Mengingat : 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat 

Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 



 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13 

 

 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor  246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5589); 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 4); 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 

Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa; 

Peraturan Desa Pasekan Nomor 03 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah 

Desa (RPJM Desa) Pasekan  Kecamatan Eromoko 

Tahun 2016 - 2019; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN 

Dan 

KEPALA DESA PASEKAN 

MEMUTUSKAN :  

 

Menetapkan : PERATURAN DESA PASEKAN TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DESA PASEKAN (RKP Desa) TAHUN 2018 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Desa adalah Desa Pasekan  

2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa . Pasekan dan Badan 

Permusyawaratan Desa Pasekan 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

4. Kepala Desa Pasekan adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih 

langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa. 

5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, 

Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. 

6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri 

yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Wonogiri adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2018. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 

disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa Pasekan Tahun 2016 – 2019. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa 

adalah Penjabaran dari RPJM-Desa untuk tahun 2018. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 

APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan desa yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

BAB II 

RKP-Desa 

Pasal 2 

RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai 

landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 

Tahun 2018. 

Pasal 3 

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut : 

PENGANTAR 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

         1.1. Latar Belakang 

             1.2. Maksud dan Tujuan 

             1.3. Landasan Hukum 



BAB II  :   GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

             2.1. Pendapatan Desa 

             2.2. Belanja Desa    

BAB III :  RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM 

      PEMBANGUNAN DESA  

             3.1. Rumusan Prioritas Masalah 

    3.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan     

BAB IV  :   PENUTUP 

LAMPIRAN - LAMPIRAN : 

1. Keputusan Kepala Desa Pasekan tentang Tim Penyusun RKP-Desa Tahun 

2018 

2. Matrik Program Kegiatan beserta plafon dan Sumber dana ( 1 Tahun) 

3. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa 

 

Pasal 4 

RKP-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 5 

(1) RKP-Desa Tahun 2018 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam 

penyusunan APBDesa tahun berjalan 

(2) RKP-Desa Tahun 2018 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh 

pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam 

melaksanakan pembanguan desa Tahun 2018.  

 

Pasal 6 

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasekan Kecamatan 

Eromoko  Kabupaten Wonogiri. 

Ditetapkan di  Pasekan 

pada tanggal 7 Desember 2017 



KEPALA DESA PASEKAN, 

 

SUYANTO 

 

Diundangkan di Pasekan  

pada tanggal 7 Desember 2017 

Pj. SEKRETARIS DESA PASEKAN 

 

 

DWI HARIYANTO 

LEMBARAN DESA PASEKAN  KECAMATAN EROMOKO TAHUN 2017  

NOMOR 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN :  PERATURAN DESA 

PASEKAN 

NOMOR    :  TAHUN 2017 

TANGGAL :  

TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAHAN DESA    PASEKAN  

(RKP Desa) TAHUN 2018 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa , dengan memanfaatkan dan 

memperhitungkan kemampuan sumberdaya informasi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan peerkembangan global. 

Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai 

hasil memalalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan 

pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pasal 79 Ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Pasekan Kecamatan Eromoko 

Kabupaten Wonogiri wajib menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan 

Desa (RKP Desa) tahun 2017. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM 

Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP 

Desa) adalah sebagai upaya pemerintah desa mewujudkan pencapaian 

pembangunan desa, sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 (satu) tahun. 

Adapun tujuan penyususnan RKP Desa tahun anggaran 2018 adalah 

untuk menetapkan setrategi dan kebijakan umum pembangunan desa, 

serta merumuskan program kerja pembangunan desa selama 1 (satu) 

tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalm 

penyusunan APBDes Pasekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten 

Wonogiri tahun anggaran 2018. 



Disamping itu RKP Desa tahun 2018 bertujuan untuk menjabarkan 

RPJM Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Tahun 

2011-2018 dalam suatu rencana kerja tahunan, dan mengakomodasi 

usulan masyarakat yang sifatnya mendesak, sehingga pencapaian 

pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi 

dan dievaluasi.  

1.3. Landasan Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 

1950); 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara  Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  

e. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang 

Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539); 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 4); 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

m. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

n. Peraturan Desa Pasekan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka  Menengah Desa (RPJM Desa) Pasekan  Tahun 

2016 - 2019; 

BAB II 

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2018 

2.1. Pendapatan Desa 

Rencana Pendapatan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten 

Wonogiri, dengan rincian sebagai berikut: 

KODE 

REKENING 
U R A I A N 

JUMLAH 

(RP.) 

KET. 

1 PENDAPATAN DESA   

1.1 Pendapatan Asli Desa 36.700.000  

1.1.1 Hasil Usaha Desa 0  

1.1.1.1 Hasil BUMDes 2.000.000  

1.1.1.2 Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok 31.700.000  

1.1.1.3 Lain-lain Kekayaan Desa 0  

1.1.1.4 Lain-lain usaha Desa yang Sah 0  

1.1.2 Hasil Aset Desa 0  

1.1.3 
Swadaya, Partisipasi, dan 

Gotongroyong 
0  

1.1.4 
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang 

sah 
0  

1.2 Pendapatan Transfer   0  



1.2.1 Dana Desa dari APBN 614.209.000 APBN 

1.2.2 Bagi hasil Pajak dan Retribusi 17.734.000  

1.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 518.414.000 ADD 

1.2.4 Bantuan Provinsi 5.000.000  

1.5.1 Bantuan Kabupaten 75.000.0000  

1.3 Pendapatan Lain-lain 0  

1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak-3 0  

1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 0  

 Jumlah Pendapatan 1.267.057.000  

 

2.2 Belanja Desa 

Rencana Belanja Desa adalah sebagai berikut : 

Kode 

Rekening 
U r a i a n 

Jumlah 

(Rp.) 

Ket. 

2 BELANJA DESA   

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan  428.353.600  

2.1.1 Pengahasilan Tetap dan Tunjangan 309.420.000  

2.1.2 Belanja Operasional Perkantoran 36.242.000   

2.1.3 Belanja Operasional BPD 4.030.000  

2.1.4 Belanja Operasioanal RT dan RW 38.400.000  

2.1.5 Pembayaran  Jaminan Kesehatan  7.761.600  

2.1.9 
Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan 

Desa 
5000.000  

2.1.10 Belanja Pengadaan Sarana/Peralatan Kantor 27.500.000  

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 769.209.000  

2.2.1 Pembangunan Gedung/Kantor 68.000.000  

2.2.2 Pembangunan Pemenuhan Air Bersih 20.000.000   

2.2.3 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa 552.209.000  

2.2.4 Pembangunan Pemeliharaan Irigasi Desa 10.000.000  

2.2.5 Fasilitasi/Rehab Rumah KK Miskin 57.000.000  

2.2.6 Pembangunan Dana PLP (Prov.) 30.000.000  

2.2.7 Pembangunan Dana PIP (Kab.) 40.000.000  

2.2.8 Pembangunan Poskamling 5.000.000  

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 58.500.000  

2.3.1 Opersaional LPM 3.000.000  

2.3.2 Opersaional TP-PKK 5.000.000  

2.3.3 Operasional Karang Taruna 1.000.000  

2.3.4 Operasional Linmas 1.000.000  

2.3.5 Operasional Posyandu 6.000.000  

2.3.6 Operasional TK 1.500000  

2.3.7 Operasioanal PAUD 2.000.000  

2.3.8 Pembinaan Kesenian 0  

2.3.9 Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga 0  



2.3.10 Pengembangan Perpustakaan  15.000.000  

2.3.11 Pengembangan/Pembinaan Desa Siaga Sehat 0  

2.3.12 Pengembangan BUMDes 0  

2.3.13 Pengadaan Sarana Produksi Pertanian 21.000.000  

2.3.14 Fasilitasi Kegiatan KPMD 5.000.000  

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 17.234.000  

2.4.1 Penyusunan RPJMdes 0  

2.4.2 Penyusunan RKP Desa 1.234.000  

2.4.3 Pelatihan Teknologi Tepat Guna 0  

2.4.4 Pelatihan Relawan Tanggap Bencana 0  

2.4.5 Peringatan Hari Besar Nasional 0  

2.4.6 Pelatihan Kader Keluarga Berencana 0  

2.4.7 Pelatihan Tata Boga 5.000.000  

2.4.8 Pembentukan BPD 5.000.000  

2.4.9 Pengadaan Bibit Penghijauan 6.000.000  

2.3 Bidang Penyediaan Dana Tak Terduga 1.143.975  

2.3.1 Keadaan Darurat/Luar Biasa 1.143.975  

 Jumlah Belanja 1.289.440.575  

    

 

3.3 Pembiayaan  

Kode 

Rekening 
U r a i a n 

Jumlah 

(Rp.) 

Ket. 

3 PEMBIAYAAN 22.383.575  

3.1 Penerimaan Pembiayaan  22.383.575  

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 22.383.575  

     

 

BAB III 

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DESA 

3.1.  Rumusan Prioritas Masalah 

Beberapa masalah utama yang dihadapi sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pembangunan, berdasarkan evaluasi Pelaksanaan 

Pembangunan tahun 2017 di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko 

Kabupaten Wonogiri, antara lain : 

a. Masih ada infrastruktur desa yang belum memadai; 

b. Lingkungan kantor Kepala Desa yang belum tertata; 

c. Prasarana pendukung kantor kepala masih kurang;  



d. Infrastruktur desa yang merupakan faktor pendorong perkembangan 

ekonomi masih kurang; 

e. Masih kurangnya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 

f. Kurangnya kegiatan pemberdayaan generasi muda desa; 

g. Banyak Potensi desa yang belum diberdayakan; 

h. Aset desa belum semuanya disertifkasi; 

i. Usaha BUMDes yang kurang maksimal; 

j. Pemberdayaan Potensi Pertanian yang belum maksimal; 

k.  Masih ada rumah KK miskin yang tidak layak huni. 

3.2.  Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa 

Program preoritas Pembangunan Desa Pasekan Kecamatan Eromoko 

Kabupaten Wonogiri sebagai tindak lanjut penangan masalah, adalah 

sebagai berikut : 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

a. Peningkatan sarana prasana pendukung kantor Desa 

b. Peningkatan peralatan kantor; 

c. Peningkatan SDM Perangkat Desa; 

d. Peningkatan pendapatan Perangkat Desa; 

2. Bidang Pembangunan 

a. Peningkatan Jalan Desa dan Jala Usaha Tani ( Pembuatan 

Drainasi, rabat beton, dan talud Jalan); 

b. Pengadaan Instalasi Air bersih; 

c. Rehab rumah KK miskin; 

d. Rehab dapur dan Kamara Mandi Kantor Desa; 

e. Pembangunan Pagar dan Tempat Parkir Kantor Desa. 

f. Pembangunan Ruang Sidang/Pertemuan BPD. 

3. Bidang pemberdayaan masyarakat 

a. Pengembangan BUMDes; 

b. Pelatihan peningkatan SDM; 

c. Pengadaan Alat pertanian; 

BAB IV 



PENUTUP 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa pada dasarnya 

ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintah dan 

masyarakat dalam menjalin kerjasama, baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan, maupun dalam pengwasan kegiatan. 

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan 

berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, akan mendorong percepatan 

pembangunan desa menuju kemandirian desa. 

 

Ditetapkan di Pasekan  

pada Tanggal             2017 

KEPALA DESA PASEKAN 

 

SUYANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 

DESA PASEKAN KECAMTAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI 

 

NO URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA (Rp.) 
SUMBER 

DANA 
KET. 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan  

1.1 Siltap dan Tunjangan 1 Th  309.420.000 ADD  

1.2 Operasional Perkantoran 1  Th  36.242.000 ADD  



1.3 Operasional BPD 1 Th  4.030.000 ADD  

1.4 Operasioanal RT dan RW 1  Th  38.400.000 ADD  

1.5 Jaminan Kesehatan  1 Th  7.761.600 ADD  

1.6 Penyusunan Perdes 1  Th  2.000.000 ADD  

1.7 Penyusunan Profil Desa 1 Paket  3.000.000 ADD  

1.8 
Peningkatan SDM Aparatur 

Pemerintahan Desa 
1 Th  5.000.000 ADD  

1.9 Pengadaan Peralatan Kantor   27.500.000 ADD  

2. Bidang Pelaksanaan Pembg. Desa 

2.1 Pemb. Gedung/Kantor :      

 Dapur dan Kamar mandi 1 unit 40.000.000 ADD  

 Pemb. Gedung PAUD 1 unit 35.000.000 DD  

 Kanopi Aula bale desa 2 unit 15.000.000 ADD  

2.2 Pemenuhan Air Bersih :      

 Rehab Sendang Duren Jtharjo 1 unit 10.000.000 DD  

 
Instalasi Air bersih Kantor 

Desa 
1 unit 2.000.000 ADD  

2.3 Pemeliharaan Jalan Desa :      

 Rabat jalan RT 001/001 200 m 20.000.000 DD  

 Rabat jalan RT 002/001 350 m 35.000.000 DD  

 Rabat jalan RT 001/002 350 m 35.000.000 DD  

 Rabat jalan RT 002/002 250 m 25.000.000 DD  

 Rabat jalan RT 001/003  250 m 25.000.000 DD  

 Rabat jalan RT 001/007  250 m 25.000.000 DD  

 Rabat jalan RT 001/008 300 m 30.000.000 DD  

 Rabat jalan RT  001/012 200 m 20.000.000 DD  

 Jalan Makadam RT 001/001 200 m 15.000.000 DD  

 Tslud Jalan RT 001/004 45 m 30.000.000 DD  

 Talud jalan RT 001/005 45x1x0.3 m 30.000.000 DD  

 Talud jalan RT 002/005 45x1x0.3 m 30.000.000 DD  

 Talud Jalan RT 001/006 30x2x0.3 m 35.000.000 DD  

 Talud Jalan RT 001/010 45x1x0.3 m 30.000.000 DD  

 Talud Jalan RT 001/011 27x2x0.3 m 30.000.000 DD  

 Talud Jalan RT 001/013 45x1x0.3 m 30.000.000 DD  

 Drainase jalan RT 002/003 100 m 30.000.000 DD  

 Drainase jalan RT 002/006 85 m 25.000.000 DD  

 Drainase jalan RT 001/009 100 m 30.000.000 DD  

 Drainase jalan RT 002/012 100 m 30.000.000 DD  

 Jalam makadam RT 001/001 200 m 10.000.000 DD  

2.4 Pemeliharaan Irigasi Desa      

 Saluran Irigasi RT 001/013 100 m 20.000.000 DD  

2.5 Penyehatan Rumah KK Miskin  19 unit 54.000.000 DD  

2.6 Pembangunan Poskamling 6 unit 30.000.000 APBD, ADD  

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

3.1 Opersaional LPM 1 Th 2.000.000 ADD  



3.2 Opersaional TP-PKK 1 Th 5.000.000 ADD  

3.3 Operasional Karang Taruna 1 Th 500.000 ADD  

3.4 Operasional Linmas 1 Th 1.500.000 ADD  

3.5 Operasional Posyandu 1 Th 4.000.000 ADD  

3.6 Operasional TK 1 Th 2.000.000 ADD  

3.7 Operasioanal PAUD 1 Th  3.000.000 ADD  

3.8 Pembinaan Kesenian 1  paket 5.000.000 BHP  

3.9 Pengadaan Sarana Olah Raga 1  paket 3.000.000 DD  

3.10 Pembinaan Desa Siaga Sehat 1 Th  2.000.000 DD  

3.11 Pengembangan BUMDes 1 paket 70.000.000 DD  

3.12 Sarana Produksi Pertanian 1 Th  50.000.000 DD  

3.13 Fasilitasi Kegiatan KPMD 1 Th  5.000.000 APBD I  

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

4.1 Penyusunan RPJMdes      

4.2 Penyusunan RKP Desa 1 Paket 3.000.000 BHP  

4.3 Plt. Teknologi Tepat Guna      

4.4 Pelt. Tanggap Bencana      

4.5 
Peringatan Hari Besar 

Nasional 
1 Th  1.500.000 BHP  

4.6 Pelatihan Tata Boga 2  Paket  10.000.000 DD  

4.7 Pembentukan BPD      

4.8 Pengadaan Bibit Penghijauan 1 Paket  5.000.000 DD  

5. Bidang Penyediaan Dana Tak Terduga 

5.1 Keadaan Darurat/Luar Biasa 1 Th  7.500.000   

 

 

 

 TIM PENYUSUN RKP DESA 

KETUA 

 

 

DWI HARIYANTO, SE. 

 


